KEPALA DESA POPOH

KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA POPOH
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POPOH

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

KEPALA DESA POPOH

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarmya
kemakmuran masyarakat desa;

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun  Anggaran 2026 termuat dalam
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang
disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa

berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan  kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan  menuju  masyarakat  adil.

makmur dan sejahtera;



Mengingat

¢

l.

Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perly menetapkan Peraturan Desa

tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2026,

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Pertauran Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09
Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan
Koperasi Merah Putih;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan



9.
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11
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14

15

Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun

2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap

Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun

2016 tentang Pembangunan Kawasan

Perdesaan;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun

2019 tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun

2023 tentang Perubahan atasPeraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun
2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang
Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk
Ketahanan Pangan Dalam Mendukung
Swasembada Pangan ;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-
Undangan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Berita Acara Republik




Indonesia, dan Tambahan Berita Acara Negara
Republik Indonesia,

16 Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor O]
Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan
Koperasi Desa Merah Putih,

17 Petunjuk Pelaksana Menteri Koperasi Nomor 01
Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi
Desa Merah Putih;

18 Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

19 Surat Dirjen Pembangunan Desa dan
Perdesaan Kementrian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor
142/PDP.04.01/V/2025 tentang Pelaksanaan
atas Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025
tentang Panduan Penggunaan Dana Desa
untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung

Swasembada Pangan;

20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun
2023 tentang Perubahan Ke Atas Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomoe 113 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025

22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di

Kabupaten Sidoarjo;




23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71  Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan
Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Sidoarjo

24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun
2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

25 Peraturan Desa Popoh Nomor 03 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Desa Popoh
Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka
Menengah Desa Tahun 2021 s/d 2029;

26 Peraturan Desa Popoh Nomor 05 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POPOH
Dan
KEPALA DESA POPOH
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POPOH

TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Popoh Tahun Anggaran
2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 2.335.755.926,00
2. Belanja Desa Rp 2.517.909.215,09
Surpuls/Defisit Rp (182.153.289,09)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 387.153.289,09
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 205.000.000,00




Selisih Pembiayaan (a-h) Rp 182,153.289,09
Sisa Lebih/(Kurang) Rp 0,00
Perhitungan Anggaran

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;

b. Daftar Penyertaan Modal;
c¢. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan

operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa:




domemibiki dampak vang signifikan terhadap anggaran dalam
rangha pemulihan vang disebablian olel kejadian hiar biass
dan atau permasalahan sosisal; dan

¢ berskala lokal dena

Manal 6
Dalam hal tegadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

antar obvek belanja; dan

2]

- Keglatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Repala Desa dapat mendahului  perubahan APBDesa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Popoh.

a~di © Popoh
s 30 Desember 2025

Diundangkan di : Popoh
Pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

&=

M. RIDWAN
LEMBARAN DESA POPOH NOMOR 31 TAHUN 2025




KEPALA DESA POPOH
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO
PERATURAN KEPALA DESA POPOH
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA POPOH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POPOH

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
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11

12

tentang Perubahan atas Pertauran Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09
Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan
Koperasi Merah Putih:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun
2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembangunan Kawasan
Perdesaan,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun
2023 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang



13

14
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16

17

18

19

Pedoman  Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun
2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 03 Tahun 2025 tentang
Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk
Ketahanan Pangan Dalam Mendukung
Swasembada Pangan ;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-
Undangan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, = Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia, Berita Acara Republik
Indonesia, dan Tambahan Berita Acara Negara
Republik Indonesia;

Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 01 Tahun
2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi
Desa Merah Putih;

Petunjuk Pelaksana Menteri Koperasi Nomor 01
Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi
Desa Merah Putih;

Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor
142/PDP.04.01/V/2025 tentang Pelaksanaan
atas Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025



20
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24

25
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26

fentang Panduan Penggunaan ODana Dess untuk

Ketahanan  Pangan  dalam  Mendukung

Swasembada Pangan,

Peraturan  Bupat Sidoarjo Nomar 64 Tahun
2023 tentang Perubahan Ke Atas Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomoe 113 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Sidoarjo;

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan
Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun
2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025,
Peraturan Desa Popoh Nomor 02 Tahun 2020
tentang Kewenangan Lokal Desa berdasarkan
Hak Asal Usul Desa Popoh;

Peraturan Desa Popoh Nomor 03 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Desa Popoh
Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka
Menengah Desa Tahun 2021 s/d 2029,
peraturan Desa Popoh Nomor 05 Tahun 2025
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Lampiran yvang memupakan bagian tak terpisahlan dari Peraturan
Kepala Desa i,
Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
vang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

i . Popoh

KEPALA DfSA

POPQ

Diundangkan di : Popoh
Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

2

M. RIDWAN
BERITA DESA POPOH TAHUN 2025 NOMOR 18




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA POPOH

KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO
JLKARYA INDAINo, 02 Desa Popoh Kee, Wonoayu
Telepon,

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POPOH
NOMOR 07/KEP/XIl/BPD_PPH /2025
TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA POPOH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POPOH

Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat desa;

b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2026 vang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemenntahan
Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi.
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandinan sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju
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dimaksud dniwmn hard a dan urs B pene
menetapkan Peratiaran [ess  entslyg Agpra
Peridapmtan dan Belanja [esa Tatorn Soggara

2026

Undang undang Nomer 5 Takhun 2024 tesrang
Perubmhan Kedus atas Undang Undang No. 6
Tahun 2014 tentang [esa,

Peraturan Pemerintah Momor 11 Tzhun 2005
tentang Perubahan Keduaz ztzs Peraturzo
Pemerintah MNomor 43 Tzhun 2014 tentzog
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nemor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebegaimznz teizh
diubah terakhir dengzn Peraturzn Pemermzzh
Nomor 47 Tahun 2015,

Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2015
tentang Perubahan atas Pertauran Pemermizh
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desz vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanz
Negara,;

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09
Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan
Koperasi Merah Putih;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun
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Peraturan Menters Desa, Pembanguoan Deerab
Tertingga! dan Transmugras Nomor 6 Tahun 2013
teritang Perubahan atasPersturan Sderter: Lesl
Pembangunan Daerah Tertngps. . Anr.
Tranwmigrass Nomor 21 Tahun 2020 temtang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdavaan Masvarakat Desa,

Tertinggal, dan Transmugras Nomor 02 Tabun
2024 tentang Petumjuk Operasional Atas Fowus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025,

Peraturan Menten Desa. Pembangunan Deera®
Tertingga! Nomor 03 Tahun 2035 DR IATE
Panduan Penggunaan Dana Desa Umiuk
Ketahanan Pangan Dalam Merdusung
Swasembada Pangan .

Peraturan Menten Hubkum dan Hak Asas Mascsa
Nometr 31 Tahun 2017 tentang Teta Cams
Pengundangsn Persturan Ferundang | ndangsn
Beriie Avars Negats Republis nadonesa.

Suret Edaran Mentent RKopevas Nesnor O Tahus
2035 tentang Tels Cars Pombeatuben Mg
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Do Niprah Yot

Petnmavk Pelaksana Menten Roperas Nowor 01
Pahen 200N eatang Pembentukan Koperasi Desa
Nt PR,

Serat Ddnan Neatenn Desa dan Pembangunan
Deerad Dertnggal Nomor © Tahun 2003 tentang
Pecunmnk Tk Pervepatan  Pelaksanaan
Peendentukar Koperans Desa Merah Putih,

Surmt e Nembangunan Desa dan Perdesaan
Nementnan  Desa dan  Pembangunan  Daevah
Deekinggat Repubdik Indonesia Nomot
T2 PDR AL\ 2028 tentang Pelaksanaan atas
Repwnenndoad POT Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Maaduar Peaggunaar  Dana Desa untuk
Netahanan Pangan dalam Mendukung
Damseedada Dangan.

ferareran Bupat Sidoage Nomor 64 Tahun 2023
enang Perudadan Ke Atas Peraturan Bupat
Sdoase Nomoe 113 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pemgeloiaan Revangan Desa,

Peraruran Bupat Sxdoane Nomor 39 Tahun 2024
romng  Pedoman  Pemyusunan  Anggaran
Demdapatan dan Belama Desa Tahun Anggaran
AR23

Peratursn Bupall Sxdcane Nomor 10 Tahun 2021
remtang Perudahan atas Peraturan Bupat Sidoane
Nomor T2 Tahun 2018 tentang Daltar Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak  AsalUsul  dan
Kesenangan Lokal Berskala Desa @ Kabupaten
SERT

Peraturan Bupatt Sidoage Nomor 71 Tahun 2023
weoang Perudahan Rehma atas Peraturan Bupat
Sadoanye Nemor  T7 Tahun N8 tentang



Memperhatikan

24

25

26

Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Sidoarjo
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025

tentang Perubahan

Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025,
Peraturan Desa Popoh Nomor 03 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Desa Popoh
Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka
Menengah Desa Tahun 2021 s/d 2029,

Peraturan Desa Popoh Nomor 05 Tahun 2025

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
2026,

Hasil Rapat BPD Desa

Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal
30 Desember 2025.

Paripurna Popoh

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA POPOH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Popoh Tahun Anggaran 2026

adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa
Surpuls/Defisit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa Lebih/(Kurang)
Perhitungan Anggaran

Rp 2.335.755.926,00
Rp 2.517.909.215,09
Rp (182.153.289,09)
Rp 387.153.289,09
Rp 205.000.000,00
Rp  182.153.289.09
Rp 0,00




Praaanl 2

Keputusan Badan Permusyswaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditstaphkan di - Popoh
Pada tanggal 30 Desember 2075

Ketua Badan Permusyawaratan Dess,

CUPLIK ATI



[.

T

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA POPOH

Telepon. -

KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO
JL. Karya Indah No. 02 Desa Popoh Kec. Wonoayu

3.

BERITA ACARA

Sidang plano Badan Permusyawaratan Desa Popoh pada Hari Selasa
Tanggal 30 Desember 2025 pukul 10.00 s/d 12.00 Wib bertempat di
Balai Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan
agenda pembahasan akhir dan persetujuan bersama terhadap Peraturan
Desa Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan tertib dan lancar serta
menghasilan berbagai kesepakatan sebagai berikut :
1. Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2025

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2026,

Merekomendasikan kepada Kepala Desa Popoh untuk melaksanakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 serta membuat
Laporan Pertanggungjawaban pada akhir Tahun Anggaran;

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan

Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini :
Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan yang

~__sebenarnya.
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. |'CUPLIK ATIS. S.Sos | KETUA BPD T ..
2. | SISWANTO WAKIL KETUA :
3. | AMILATUL MILLAH | SEKRETARIS BPD
4. | ANDRIAS EKO P.P | KETUA BIDANG
PEMBERDAYAAN
5. | HADI SANTOSO KETUA BIDANG
PEMBANGUNAN

Popoh, 30 Desember 2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA
”,'.‘.w"‘i\-

-

CUPLIK ATI' S.Sos



